
PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 23 TAHUN2011
]

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN
DIKABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sanggau
sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk kelancaran
Penagihan  Pajak  Restoran  perlu  ditetapkan  petunjuk

pelaksanaannya;

b.  bahwa berdasarkan . pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat ,;  , :  1. v Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang ' Darurat  Nomor  3  Tahun  1953  tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Updang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

5. tJndang-Undang Nomor 15,  Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tertanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

v Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
""  Daerah (Lembaran Negara Rjepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor

325. Tsmiehsi LcEnbersn Ssszrs B^pahHk Indonesia Nomor
4457/ sefcagaimsaa xslsh dhibsh bsberspa kp.li vans tsrskbir denean
Undzng-Undang Somor 12 Tsbnn 2008 (Lembzrzn Nesara
RspobHk Indo-xsis. Tahun. 20OS Xomor 59, Tzmbaten Lenbsrzn
Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
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7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbaagan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049); :

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578); :

10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741); ;

11.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5161); ;
i

12.Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau;

13.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

I
14.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN i
i
I

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR  PEMUNGUTAN  PAJAK  RESTORAN  DI
KABUPATEN SANGGAU j

BAB I

KETENTUAN UMUM ;

Pasa) 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggaii

'  @  * \
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sanggau. I

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintah Daerah. ;

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakdlan itkkyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsif

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsif Negara Kesatuan Republik Indonesia

sefaasaimana dimaksud ffafam Uhdane-Undang Dasar Nesara Repuhiik Indonesia Tahim 1945
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5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau, yang
selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau
yang diberi kewenangan dalam pengelolaan dan penarikan Pajak Daerah di Kabupaten
Sanggau. ;

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi rugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan
Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sanggau. ;

8. Pajak Restoran adalah pajak atas pembayaran jasa pelayanan yang disediakan oleh restoran.

9. Restoran adalah fasilitas atau tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan
dengan di pungut bayaran yang mencakup Rumah Makan, Kafeteria, Kantin, Waning, Bar dan
sejenisnya termasuk usaha jasa boga atau katering.

10.Pengusaba Restoran adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan restoran atas
nama diri sendiri atau untuk dan nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

11.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukaii usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial pplitik atau organisasi yang sejenis
lembaga, bentuk usaha tetap, harus memiliki NPWP Sanggau dan terdaftar pada KPP Pratama
Sanggau.

12.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak
dan pemungiit'pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

13.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur
dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar Wajib Pajak
untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

14.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh
Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak
dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

15.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib
pajak di gunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas
Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang di tunjuk oleh Bupati.

16.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak
yang inenenliiknn besarnya jumlah pokok yang lerutang.

17.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya di singkat SKPDKB, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pbkok pajak, jumlah kredit pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang
masih harus di bayar.

ijak18.Surat Ketetapan Pajafc   Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutpya di singkat
SKPDKBT adalah'surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang

telah di tetapkan. ^  ,

19.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya di singkat SKPDLB adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit
pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.


























